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BAB IV  

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Analisis Optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut. 

1. Pandemi covid-19 yang terjadi di Kota Pangkalpinang berdampak terhadap 

penurunan PAD Kota Pangkalpinang. Setiap struktur yang membentuk PAD 

Kota Pangkalpinang mengalami penurunan kecuali untuk Retribusi Daerah yang 

mengalami peningkatan. Penurunan setiap bagian dalam PAD disebabkan 

banyak faktor seperti pemberlakuan PSBB, Relaksasi PBB untuk kembali 

menstabilkan perekonomian daerah. Penurunan konsumsi masyarakat terhadap 

pelayanan perhotelan, hiburan dan restoran juga menjadi penyebab turunnya 

PAD Kota Pangkalpinang. Pandemi yang juga berdampak terhadap pendapatan 

BUMD sehingga menurunkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan. 

2. Pandemi covid-19 yang menyebabkan PAD menurun juga berdampak terhadap 

rasio kemampuan keuangan daerah Kota Pangkalpinang. Rasio tingkat 

kemandirian keuangan daerah Kota Pangkalpinang menurun sebesar 2,82% dan 

Rasio kemandirian keuangan Kota Pangkalpinang masuk dalam kriteria 
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Instruktif. Rasio DOF juga menurun sebesar 0,22% dan rasio DOF Kota 

Pangkalpinang masuk kedalam kriteria kurang. Untuk rasio ketergantungan 

kemampuan keuangan Kota Pangkalpinang meningkat 7,96%. Peningkatan rasio 

ketergantungan ini mengartikan bahwa semakin tergantungnya Kota 

Pangkalpinang terhadap pemerintah pusat di tengah pandemi covid-19. 

3. Upaya Optimalisasi PAD yang dilakukan oleh BAKEUDA Kota Pangkalpinang 

dimulai dari peningkatan dalam penagihan pajak daerah, peningkatan dalam 

pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah, peningkatan dalam 

pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah hingga Relaksasi 

penyesuaian pajak dan retribusi daerah 

4. Pelaksanaan pengalokasian, penggunaan, hingga upaya optimalisasi PAD Kota 

Pangkalpinang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait 

penanganan covid-19 dan juga pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi 

daerah. 

 


